BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010 — NOMOR : 48

2 [ GEMAH RIPAH WIBAWA WUKTT ]

PERATURANALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 921 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan daésal B7 ayat (2) dan Pasal 48 Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentanggé?elaan Kawasan
dan Bangunan Cagar Budaya, telah diamanatkan pemapelaksanaan dan
hal-hal yang belum cukup ditaur dalam Peraturanrélasepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut @alikota Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarakslioh dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang $@ialn Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentangéalaan Kawasan

dan Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199fatepPerumahan dan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendar@agiaya;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGealung;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembkantaDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaserdengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kédaa Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDae

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaateads;
7. Undang ...
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligaluidan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentatek$2@maan Undang-
Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda CagaryBiida

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangiUPan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGeaiung;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daé&mavinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bagpddamor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dWekan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuatentiian

Sanksi/Pidana;

12.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bagpddomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinglgdndung;

13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 28@4ng Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah defgaaturan Daerah
Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubgktas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentangden Tata Ruang
Wilayah (RTRW);

14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@dfarig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@@&rng Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahtir2Q08;

16.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 260fang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotiuBgimahun 2009-
2013;

17.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 260@ng Pengelolaan
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;

18.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 26ftari)g Bangunan
Gedung;

19.Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200@®atg Tata Cara
Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersappytsan Walikota dan

Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTAN®ELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

o

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Katalihg.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyagtisi SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Petaéribaerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan daiwiBata Kota
Bandung.

Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bamgcagar budaya
yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah keleadragndependen
yang bertugas memberi pertimbangan, usul, dan &a@ada Pemerintah
Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestalan pelestarian
kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Kawasan dan/atsguBan Cagar
Budaya.

Kawasan adalah ruang kota dengan fungsi utamargdtau budidaya,
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkmk &sngsional serta
memiliki ciri tertentu.

Kawasan Cagar Budaya adalah ruang kota di sekisar @i sekeliling
bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pebkstkawasan
tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berurkuragg-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai piéting bagi sejarah,

ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

11. Bangunan ...



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan maruesiupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannyasiatsisanya, yang
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahtey anewakili masa
gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurangwpaya 50 (lima
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai pgnbagi sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan.

Pengelolaan Cagar Budaya adalah segenap prosesdpegan,
pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawdasabangunan cagar
budaya agar makna budaya yang dikandungnya tespelttengan baik.
Perlindungan adalah segala upaya mencegah dan ggehamgi segala
gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatarusia atau proses
alam, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerhasnbagi nilai
manfaat atau keutuhan bangunan cagar budaya.

Pelestarian atau konservasi adalah segala upayapengamjang usia
kawasan dan/atau bangunan cagar budaya berbentutakan
perlindungan dan pemeliharaan.

Pemeliharaan adalah upaya melestarikan kawasarataanbangunan
cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan faki@nusia maupun
alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengaweta
Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdaykedkansan
dan/atau bangunan cagar budaya sebagai aset budaya berbagai
kepentingan yang tidak bertentangan dengan pekastga.

Pemugaran adalah serangkaian wupaya yang bertujuatuk u
mengembalikan atau mempertahankan keaslian kawakaratau
bangunan cagar budaya melalui rehabilitasi, resitoreekonstruksi,
adaptasi dan preservasi, yang dapat dipertanggawgbkan dari segi
arkeologis, historis dan teknis.

Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisiglrzan ke kondisi
semula, agar bangunan dapat dimanfaatkan kembalk Hdengan
meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau nidatcseluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahamnanglan/atau
prasarana dan sarananya.

Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, hakam perdata

atau badan hukum publik.

BAB ...



BAB I
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Walikota berwenang menyelenggarakan Kawasan dan/Btmgunan
Cagar Budaya.
(2) Kewenangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksua gpad (1)

dalam pelaksanaannya sebagian didelegasikan pauddek2inas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendelegasian Kewenangan
Pasal 3

(1) Pendelegasian kewenangan Walikota sebagaimana slichalalam Pasal
2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasiaagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib melagorkkepada
Walikota secara berkala dan tertulis.

(3) Walikota mengawasi pelaksanaan pendelegasian kegwanayang
diberikan kepada Kepala Dinas melalui :

a. laporan tertulis secara berkala yang diberikan kKepaas;
b. laporan Tim; dan
c. laporan dari Pengaduan Masyarakat.

(4) Walikota dapat mencabut kewenangan yang telahedjdsikan kepada

Kepala Dinas, apabila dinilai telah :

a. melanggar peraturan perundang-undangan;

b. tidak menjalankan kewenangan yang telah diberikeh ®valikota
secara baik, benar dan sungguh-sungguh; dan

c. hal-hal lain yang ditentukan oleh Walikota

BAB Il
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim
Pasal 4
(1) Walikota dapat membentuk Tim.
(2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1bwagndapatkan
persetujuan dari DPRD.
Bagian ...



Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 5
(1) Tim berkedudukan sebagai lembaga non struktural @ansifat
independen.

(2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bedké&dn di Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 6
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat @@ntlik dengan tujuan :
a. membantu Walikota dalam membuat kebijakan yang uienhgan
dengan pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan (agaya agar
komprehensif, efektif, dan efisien; dan
b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi KepalanaBi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam bidangeglelaan Kawasan

dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 7

Tugas dan wewenang Tim meliputi :

a. memberikan pertimbangan, saran, dan usul kepadakdtfaldalam
peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta peamugdan
pemulihan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;

b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauanedaluasi program
upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, ingugmban,
pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran, dan pemullkawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya,;

C. menyusun standar penilaian sebagai parameter pember
klasifikasi/penggolongan pada Kawasan dan/atau W@y Cagar
Budaya;

d. melakukan inventarisasi bersama-sama dengan Kdpaks terhadap
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya atau ydngadKawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya; dan

e. memberikan konsultasi pada pemilik Kawasan dan/Btmgunan Cagar

Budaya.

Bagian ...



Bagian Kelima
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pasal 8

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (djiteari :

a.
b.

C.

seorang ketua merangkap anggota;
seorang sekertaris merangkap anggota; dan

5 (lima) orang sebagai anggota.

(2) Ketua dan Sekertaris Tim sebagaimana dimaksud agata(1) huruf a

dan huruf b dipilih oleh anggota Tim berdasarkarsyawarah.

(3) Apabila pemilihan Ketua dan Sekertaris tidak teatapnelalui

musyawarah, maka pemilihan dilakukan dengan pentanguwara.

(4) Mekanisme pemilihan ketua dan sekertaris selarguthietapkan oleh

peraturan internal Tim yang disusun oleh anggota t

(5) Apabila dipandang perlu Tim dapat dibantu oleh ekrat dalam

rangka :

a.

melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyura¢énpkapan dan
keuangan;

melaksanakan fungsi ketatausahaan;

c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasaratwa; kan

menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim dalam nhemian
tugas dan wewenangnya;

menyediakan dan mengelola sistem informasi yangndigan dalam
pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

menyediakan informasi yang berhubungan dengan Kawdan/atau
Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan tugas dan waegvgang
dimiliki Tim;

menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyadsn
membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnyaskgeaah Tim.

Bagian Keenam
Keanggotaan

Pasal 9

(1) Anggota Tim sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayauruf c, terdiri

dari unsur :

a.

b
C.
d

1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;

. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;

1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;

. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengemzany;

e. 1 (satu) ...



e. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya anakst yang
berkaitan dengan pelestarian.
(2) Masa bakti Tim selama 3 (tiga) tahun dan dapatidigembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

(3) Keanggotaan tim terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketujuh
Persyaratan
Pasal 10
(1) Syarat menjadi anggota Tim meliputi :
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil bagggwota yang
berasal dari Pemerintah Daerah;
b. memiliki pendidikan minimal sarjana (semua jurysan
c. memiliki kualifikasi penguasaan konsep, teknis, demajerial;
d. memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pafgn,
pemantauan, dan evaluasi;
e. memiliki integritas, disiplin, tanggungjawab, daonkitmen yang kuat
terhadap tugas dan wewenangnya;
f. menguasai dan memahami lingkup Kawasan dan/atawguBan
Cagar Budaya;
g. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidarigstaeian
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
h. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemarigipentingan;
i. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tdgasvewenang
Tim; dan
J. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabatg ya
mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota.
(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada)agerifikasi

oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 11

(1) Anggota Tim diangkat oleh Walikota dengan perseinjDPRD.

(2) Dalam hal DPRD tidak dapat menyetujui seluruh dan/asebagian
anggota Tim yang diangkat oleh Walikota, maka Wudék dapat
mengusulkan kembali orang berbeda yang memenusygratan kepada
DPRD.

(3) Mekanisme ...



(3) Mekanisme pengambilan keputusan untuk menyetuj@u atidak
menyetujui anggota Tim sebagaimana dimaksud padat €9),
berpedoman pada peraturan tata tertibo DPRD.

(4) Anggota Tim yang diberhentikan oleh  Walikota dengan
mempertimbangkan :

a. pendapat anggota lainnya yang tidak diberhentiétan;
b. masukan dari asosiasi ahli Kawasan dan/atau BanguPagar
Budaya.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Tim sebaumidimaksud

pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan KepntWalikota.

Bagian Kesembilan

Honorarium

Pasal 12
(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam Tim &lerimenerima
honorarium yang pengaturan dan besarannya disesuadengan

peraturan perundangan-undangan.

(2) Dalam hal Tim yang bukan dari unsur Pegawai Ne@pil berhak
menerima honorarium yang pengaturan dan besaradmggsuaikan

dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 13
(1) Tim wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kelgmgan Walikota
dan SKPD terkait lainnya dan/atau dengan pemangiperkingan
lainnya.
(2) Hubungan kerja Tim dengan Walikota adalah :

a. menyampaikan laporan periodik tentang tugas-tugaangy
diembannya;

b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesngad kebutuhan
dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapastugas dan
kewenangan yang dimiliki Tim; dan

c. memberikan pertimbangan, usulan dan petunjuk dadanyusunan
perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi datomngnsesuai

dengan kewenangan dan tugasnya.

(3) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerjagydrelum diatur dalam
Peraturan Walikota sepanjang mengenai teknis petalesinya diatur
dalam peraturan internal Tim
BAB IV
TATA CARA PENGGOLONGAN DAN PENANDAAN
Pasal 14

(1) Walikota berwenang menetapkan tata cara penggatodga penandaan

@)

3)

(4)

(5)

(6)

1)

(@)

3)

(4)

Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada @yatalam

pelaksanaanya diserahkan kepada Kepala Dinas.

Kewenangan penetapan penggolongan sebagaimanasdithpkda ayat
(1) dilakukan Kepala Dinas.

Penetapan penggolongan sebagaimana dimaksud patia(3ydapat
dilakukan dengan menugaskan Tim untuk melakukagljpiem.

Kepala Dinas menyampaikan laporan dan usulan pémggen Kawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya kepada Walikotauk uitetapkan
oleh Walikota.

Kepala Dinas selanjutnya menyampaikan Keputusank@ial tentang
penggolongan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar BuBagada
pemilik Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budayaatetgmbusan
kepada SKPD yang membidangi bangunan dan tata rf@pgla Satuan

Polisi Pamong Praja dan Camat setempat.

Pasal 15
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya yang tiedahptkan dengan
Keputusan Walikota selanjutnya diberi tanda Kawasdan/atau
Bangunan Cagar Budaya.
Kewenangan pelaksanaan pemasangan, pemindahanpedggantian
tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dildksamdeh Dinas.
Tanda Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya aselaanq
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan objeka&awv dan/atau
Bangunan Cagar Budaya, berupa :
a. Tugu untuk Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
b. Prasasti.
Bentuk tanda Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budapagaimana
dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampyang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikaita in

Pasal ...
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Pasal 16
(1) Kepala Dinas memasang tanda Kawasan dan/atau BamgGagar

Budaya.

(2) Kepala Dinas sebelum melakukan pemasangan tandaseawdan/atau

Cagar Budaya sebagaimana pada ayat (1), berkewajiba

a. menyusun rencana anggaran pembuatan tanda Kawasdatad
Bangunan Cagar Budaya;

b. melakukan rapat koordinasi dengan pemilik atau eleha untuk
menginformasikan tentang rencana pemasangan tara@adan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya,;

c. melaksanakan pemasangan tanda Kawasan dan/ataurBanGagar
Budaya berdasarkan peraturan perundang-undanggrbgaaku; dan

d. membuat laporan pelaksanaan pemasangan tanda Kadasétau

Bangunan Cagar Budaya kepada Walikota melalui SskeDaerah.

Pasal 17

Kewajiban pemilik atau pengelola terhadap tanda &sam dan/atau
Bangunan Cagar Budaya, meliputi :

a. mengamankan tanda tersebut agar tetap utuh;

b. merawat dan memelihara agar tanda tersebut daladiskdaik;

c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada tandehlet, baik dari

gangguan alam atau gangguan manusia; dan
d. tidak mengubah bentuk atau memindahkan tanda teérkebuali atas

persetujuan Kepala Dinas

BAB V
JENIS IZIN KHUSUS
Bagian Kesatu

Jenis lzin

Pasal 18
Jenis izin khusus yang menjadi kewenangan sebagairdenaksud dalam
Peraturan Walikota ini adalah :
a. izin kegiatan pemugaran;
b. izin pembongkaran; dan

C. izin pemanfaatan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Izin Kegiatan Pemugaran
Pasal 19

(1) Walikota berwenang menerbitkan izin kegiatan pemagaebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.

(2) Tata cara izin pemugaran Kawasan dan/atau BangGagar Budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Permohonan izin pemugaran diajukan secara tekepada Walikota

dengan mengisi formulir permohonan yang disediakacara lengkap

dan benar;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, gkidpn

persyaratan sebagai berikut :

1.

foto Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya diskntaman
rencana gambar teknis (tampak depan, potongampetapektif);
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yanddraisili
di Daerah;

fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon yang berdomisii
Daerah;

surat keterangan Lurah yang diketahui Camat disioKawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya, apabila pemilik/atan
pengelola bukan penduduk Daerabh;

bukti kepemilikan Kawasan dan/atau Bangunan Cagdai;

6. fotocopy dokumen keimigrasian bagi orang asing; dan

7. pas foto pemohon terbaru ukuran 4x6 cm (empat &abm

sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

c. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf anjselya

ditindak lanjuti oleh Dinas meliputi :

1.
2.

memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyarata
melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dilioasikan
dengan Tim dan Kepala SKPD yang membidangi banguaiaan
tata ruang untuk memperoleh pertimbangan secdtdiger
apabila permohonan disetujui, Dinas menyampaikarsdqo surat
izin pemugaran sesuai pertimbangan Tim dan KepdRDSyang
membidangi bangunan dan tata ruang kepada KepakssDBiang

selanjutnya diteruskan kepada Walikota melalui &tekis Daerah;

4. Apabila ...



13

4. apabila permohonan ditolak, Dinas menyampaikan éqrsirat
penolakan sesuai pertimbangan Tim dan Kepala SKBBgy
membidangi bangunan dan tata ruang kepada Kepakssang
selanjutnya diteruskan kepada Walikota melalui &ekis Daerah;
dan

5. menyerahkan surat izin pemugaran atau surat pearolk&pada
pemohon.

(3) Apabila permohonan izin pemugaran pada KawasamtanBangunan
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (t)alditoleh
Walikota,maka diberikan alasan penolakan secara tertulis

(4) Jangka waktu pelayanan izin pemugaran Kawasan tdanBangunan
Cagar Budaya dilaksanakan paling lama 14 (empatpéhri kerja sejak
berkas permohonan diterima secara lengkap, benartedlah dibahas
dengan Tim.

(5) Izin Pemugaran wajib dilengkapi dengan izin mekdin bangunan dari
Kepala SKPD yang membidangi bangunan dan tata ruang

(6) Bentuk formulir permohonan dan Surat Izin Pemugasahagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiramg y@erupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikata in

Pasal 20
(1) Jangka waktu berlaku izin pemugaran adalah 5 (litaayn dan dapat
diperpanjang kembali.
(2) Permohonan perpanjangan izin pemugaran sebagaidiama&sud pada
ayat (1), harus diajukan sebelum masa berlakibiziakhir.
(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ajati{@ksanakan
berdasarkan ketentuan pasal 19 peraturan walikbta i

Pasal 21

(1) Walikota berwenang menyetujui atau tidak menyetiu pemugaran
yang izin pemugarannya dialihkan kepada pihak lain.

(2) Permohonan pengalihan izin pemugaran sebagaimanakslid pada
ayat (1) diajukankepada Walikota dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19, yangaligerigan :

a. surat dari pemegang izin pemugaran sebelumnyanigmtarsetujuan
pengalihan izin pemugaran kepada pihak lain ataat s&eterangan

waris apabila pemegang izin sebelumnya meninggahgddan

b. surat ...
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b. suratizin pemugaran sebelumnya.
(3) Pengalihan izin pemugaran sebagaimana dimaksud pagda (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19.

Bagian Ketiga
Izin Pembongkaran
Pasal 22

(1) Walikota berwenang menerbitkan izin pembongkarawa&an dan/atau
Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalarhIBalsaruf b.

(2) Setiap orang yang akan membongkar sebagian atatulsekKawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya, harus mendapat izin
membongkar/merobohkan dari Walikota.

(3) Izin . membongkar/merobohkan Kawasan dan/atau BamguGagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdaspéttimbangan
dari Tim.

(4) Bentuk formulir permohonan dan Surat Izin membongkerobohkan
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya sebagadimaalesud pada
ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Tata cara membongkar/merobohkan Kawasan dan/ataguBan Cagar
Budaya diatur sebagai berikut :

a. instansi yang berwenang melakukan penelitian damlgi@n yang
mendalam terhadap struktur dan konstruksi bangudan/atau
lingkungan Cagar Budaya tersebut ;

b. untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksudnddluruf a,
ditunjuk tenaga ahli dengan memperhatikan saranpéatimbangan
Tim;

c. sebelum dilakukan pembongkaran harus dilakukanyengn secara
lengkap dan rinci serta pembuatan dokumen foto fillenterhadap
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

(6) Pelaksanaan membongkar/merobohkan sebagaimanasdichpida ayat
(5) dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangigbaan dan

tata ruang.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Izin Pemanfaatan
Pasal 23

(1) Walikota berwenang menerbitkan izin pemanfatan Kawadan/atau
Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalkseth Fahuruf c,
yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Tata cara untuk memperoleh izin pemanfatan Kawadan/atau
Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud padd pyaeliputi :
a. permohonan izin pemanfaatan Kawasan dan/atau BangQagar

Budaya harus diajukan secara tertulis kepada Kepalas dengan

mengisi formulir permohonan yang disediakan sedangkap dan

benar serta ditanda tangani oleh pemohon;
b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf angéigpi
persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon berdiindi
Daerah;

2. fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon berdomisiliRierah;

3. surat keterangan Lurah yang diketahui oleh camapa¢ atau
lokasi Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budayailajpaimnilik
dan/atau pengelola bukan penduduk Daerah;

4. fotocopy dokumen keimigrasian dan data kepemilikawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya bagi orang asing;

5. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat &ahm
sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;

6. surat pernyataan kesanggupan untuk melindungi,staeilkkan dan
memelihara Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budmssuai
ketentuan yang berlaku;

7. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyarata

8. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikaslkan
dengan Tim dan Kepala SKPD yang membidangi banguaiaan
tata ruang untuk memperoleh pertimbangan secdudige

9. apabila permohonan disetujui diberikan Surat IzemBnfaatan
dan/atau permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang
ditandatangani Kepala Dinas;

10.menyerahkan Surat 1zin Pemanfaatan atau suratglemokepada

pemohon.

(3) Izin ...
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Izin Pemanfaatan Kawasan dan/atau Bangunan CagdayBu hanya
dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinamyai yang diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu pelayanan Izin Pemanfaatan KawasaatdarBangunan
Cagar Budaya dilaksanakan 14 (empat belas) haja lemjak berkas
permohonan izin pemanfaatan diterima secara lenga&agenar.

Jangka waktu berlaku Izin Pemanfaatan adalah séafiiraa) tahun dan
dapat diperpanjang kembali.

Bentuk formulir permohonan dan Surat Izin Pemaafaaebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiramg y@erupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikata in

Pasal 24
Permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasamataa
Bangunan Cagar Budaya harus diajukan sebelum madaki izin
berakhir dengan memenuhi persyaratan dan Surat Reimanfaatan
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya sebelumnya.
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kawasan dan/atauuBangCagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakaarberdasarkan

ketentuan Pasal 23 Peraturan Walikota ini.

Pasal 25
Kepala Dinas berwenang memberikan persetujuan @i@oolakan
terhadap Izin Pemanfaatan Kawasan dan/atau BangDagar Budaya
yang akan dialihkan kepada pihak lain.
Permohonan pengalihan izin pemanfaatan KawasaratdanBangunan
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat djlikain kepada
Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan yanggiigai dengan :
a. surat izin pemanfaatan sebelumnya; dan
b. surat dari pemegang izin pemanfaatan sebelumnyaanign
persetujuan pengalihan izin kepada pihak lain ataat keterangan
waris apabila pemegang izin sebelumnya meninggahdu
Permohonan pengalihan Izin Pemanfaatan KawasamatdanBangunan
Cagar Budaya sebagaimana diatur pada ayat (1aksdihakan

berdasarkan ketentuan Pasal 23.

BAB ...
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BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN
Pasal 26

(1) Walikota berwenang menetapkan tata cara dan petayaperlindungan

@)

3)

(4)

(1)

serta pengelolaan Kawasan dan/atau Bangunan Caday&

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud paddBydilaksanakan

oleh Kepala Dinas.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud @ada)agilakukan

melalui tata cara dan persyaratan sebagai berikut

a. Kepala Dinas merencanakan Kawasan dan/atau BangGagmar
Budaya yang diduga sebagai Kawasan dan/atau BamgGagar
Budaya untuk dilindungi berdasarkan analisa dan plartimbangan
dari Tim;

b. Kepala Dinas melaksanakan pengawasan secara betkalatau
sewaktu-waktu dengan instansi terkait dan Tim;

c. Kepala Dinas melaksanakan evaluasi berdasarkah masiitoring
yang membandingkan antara rencana yang telah pktetadengan
kenyataan sesungguhnya di lokasi Kawasan dan/ataguBan Cagar
Budaya,;

d. Kepala Dinas melaksanakan monitoring dengan car&akuoican
pemantauan di Kawasan dan/atau Bangunan Cagar 8udaygan
cara melakukan observasi dan laporan dari masyaraka

e. Hasil perlindungan sebagaimana dimaksud pada 8yatituangkan
dalam Keputusan Walikota dengan memperhatikannpleaingan dari
Tim.

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada &)athiruf e,

disampaikan kepada pemilik dan/atau pengelola Kamwadan/atau

Bangunan Cagar Budaya oleh Kepala Dinas.

Pasal 27
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya yang dégedola wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. merupakan kawasan dan/atau bangunan Pusat Kotgydahs
b. merupakan kawasan dan/ atau bangunan Pecinan/Begda)
c. merupakan kawasan dan/atau bangunan PertahanaKedamanan
(militer);

d. merupakan kawasan dan/atau bangunan milik Etnikl&un

e. merupakan ...
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e. merupakan kawasan dan/atau bangunan Perumahan dditianon
Villa;
f. merupakan kawasan dan/atau bangunan kawasan Industr
(2) Persyaratan pengelolaan Kawasan dan/atau Bangurar CBgdaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkarkpéetea :
a. Kehomogenan kawasan dan kekentalan karakternya; dan

b. Bangunan Cagar Budaya berusia minimal 50 (limafptdabun)

BAB VI
TATA CARA INVENTARISASI
Pasal 28

(1) Walikota berwenang untuk melakukan inventarisasivésan dan/atau
Bangunan Cagar Budaya.

(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada @yadalam
pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

(3) Kewenangan inventarisasi sebagaimana dimaksud padd (1)
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a. menerima atau mendapatkan laporan atau informasindayarakat;

b. melakukan peninjauan ke Kawasan dan/atau Banguagar@udaya
atau yang diduga Kawasan dan/atau Bangunan CagaryBilersama
Tim untuk menggali informasi dan mengidentifikadjek Kawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya berdasarkan njkiake ilmu
pengetahuan dan kebudayaan dengan dilampiri datalukeng
berupa nama, jenis, periode/tahun, wilayah RT, R¥#&|urahan,
Kecamatan, letak astronomis, deskripsi, luas baagutuas lahan,
status kepemilikan, batas-batas utara, selatanyrtirbarat, dan
riwayat penelitian/pengelolaan.

(4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat &hya dituangkan
dalam Keputusan Walikoteentang Kawasan dan/atau Bangunan Cagar
Budaya yang diduga sebagai Kawasan dan/atau BamgGagar Budaya
setelah memperhatikan pertimbangan yang diberilgnTm.

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ajatteptang
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya yang dicedagai
Kawasan dan/atau Cagar Budaya disampaikan kepadgikpdan/atau

pengelola.

(6) Bentuk ...
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Bentuk Keputusan Walikota tentang Kawasan dan/Bemgunan Cagar
Budaya yang diduga sebagai Kawasan dan/atau Bam@legar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dadempiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturalikdfa ini.

BAB VIl
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 29

(1) Walikota berwenang melakukan pendataan dan pendaftdawasan

@)

3)

dan/atau Bangun Cagar Budaya.

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada @yatalam

pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud @ada)agilakukan

dengan cara :

a. melakukan pendataan dan pendaftaran yang disampakaara
tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi foms@cara lengkap
dan benar,;

b. pengisian formulir dilengkapi dengan persyaratan :

1. fotocofy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yandake
dengan menunjukan aslinya;

2. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empated@im senti
meter) sebanyak 2 (dua) lembar;

3. bukti pemilikan kawasan dan/atau bangunan cagaayaydian

4. data-data kawasan dan/atau bangunan cagar budayaaldeto,
alamat, jenis, jumlah, bentuk, ukuran, luas dammddtawasan
dan/atau bangunan cagar budaya.

c. menugaskan Tim Survey ke lokasi dalam rangka tkesfi atas
kebenaran permohonan pendaftaran Kawasan dan/aaaguBan
Cagar Budaya tersebut, selanjutnya dilakukan itllkeai
(pengukuran tentang batas-batas, luas bangunas,tduh, status
kepemilikan, dan nilai sejarah serta melakukan piestem);

d. hasil survey lokasi dibahas dengan Tim untuk merkamt kebenaran
status Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budayabuiers

e. menyampaikan dan menandatangani konsep surat pektaftaran
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya berdasankait

koordinasi dengan Tim; dan

f. menyerahkan ...
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f. menyerahkan surat bukti pendaftaran Kawasan danMBgegunan
Cagar Budaya kepada pemilik dan/atau pengelola Kanvaan/atau
Bangunan Cagar Budaya dengan tembusan kepada K8p&®
yang membidangi bangunan dan tata ruang, Kepalaasa®olisi

Pamong Praja dan camat setempat.

Pasal 30
(1) Jangka waktu pemberian Surat Bukti Pendaftaran Kawadan/atau
Bangunan Cagar Budaya, dilaksanakan paling lam@rbpat belas) hari
kerja sejak persyaratan dipenuhi.
(2) Bentuk formulir permohonan dan Surat Bukti PendaftaKawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya tercantum dalam itaampyang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturalik@{a ini.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN, KOMPENSASI, KEMUDAHAN

PERIZINAN DAN/ATAU INSENTIF PEMBANGUNAN LAINNYA
Pasal 31

(1) Walikota berwenang memberikan bantuan, kompendemmudahan
perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnyaadap pemilik
dan/atau pengelola Kawasan Bangunan dan Cagar 8uday

(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada @yadalam
pelaksanaanya dilakukan Kepala Dinas.

(3) Pemberian bantuan atau kompensasi, kemudahannperidlan/atau
insentif pembangunan lainnya setelah mendapat raasti&n saran dari
Tim.

(4) Pemberian bantuan terhadap Kawasan dan/atau Ban@agar Budaya
dapat diberikan berupa pemeliharaan, perawatan latasultasi secara
berkala.

(5) Kompensasi berupa keringanan pajak atau retrib@asigymenjadi
kewenangan pemerintah Daerah diberikan kepada igem#n/atau
pengelola Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budayag ya
pemanfaatannya tidak dilakukan secara komersial.

(6) Kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunamnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberkgmada pemilik

dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunan Badaya.

Pasal ...
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Pasal 32

Kepala Dinas melakukan koordinasi bersama SKPDaterkembahas
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, @elappemberian
bantuan, kompensasi, kemudahan perizinan dan/atasentif
pembangunan lainnya terhadap Kawasan dan/atau BamgCagar
Budaya.

Kepala Dinas menyampaikan secara tertulis konsepenpanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan pemberEmtuan,
kompensasi, kemudahan perizinan dan/atau insergihbpngunan
lainnya terhadap Kawasan dan/atau Bangunan CagdayBukepada
Walikota.

Kepala Dinas melaksanakan perencanaan, pengorgiamspelaksanaan
dan pelaporan pemberian bantuan, kompensasi, kdém@aundperizinan
dan/atau insentif pembangunan lainnya terhadap Bamwadan/atau

Bangunan Cagar Budaya.

BAB X
TATA CARA PENGHARGAAN DAN PENGANGKATAN
SEBAGAI WARGA TELADAN
Pasal 33

Walikota berwenang memberikan Piagam Penghargapadkesetiap

pemilik dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bamg@egar Budaya

setelah mendapat saran dari Tim.

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada @yatdalam

pelaksanaanya dilakukan Kepala Dinas.

Penerima Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksdadagat (1)

mempunyai hak :

a. untuk penerima Piagam Penghargaan sebanyak 1 (satu)dapat
diberikan bantuan berupa pemeliharaan, perawatersuktasi berkala
atau kompensasi, dapat berupa keringanan pajakretiaousi yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah terhadap lKawden/atau
Bangunan Cagar Budaya yang dimanfaatkan tidak adaanersial,
dan

b. untuk penerima Piagam Penghargaan sebanyak 2Kdluajau lebih,
dapat diberikan penghargaan sebagai warga teladd@estarian

Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

(4) Bentuk ...
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Bentuk Piagam Penghargaan tercantum dalam Lamyamag merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikata in

BAB XI
TATA CARA PENELITIAN
Pasal 34

Walikota berwenang menetapkan Kawasan dan/atau uBangCagar

Budaya sebagai lokasi untuk melakukan penelitian.

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud padd Bydilaksanakan

Kepala Dinas.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2paiilakan dengan

melaksanakan :

a. penelitian dengan mengacu kepada prinsip dan kd&diaah ilmiah;

b. penelitian berdasarkan perencanaan,;

c. pembentukan Tim Penelitian yang terdiri dari painh di bidangnya
bila diperlukan untuk membantu Tim; dan

d. menyiapan pembiayaan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan penelitian sebagaindimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. memimpin rapat koordinasi dengan Tim Penelitian dam guna
membahas perencanaan, pengorganisasian, pelaksandam
pelaporan penelitian Kawasan dan/atau Bangunan rCBgdaya
yang diduga sebagai Kawasan dan/atau Bangunan Badaya;

b. berkordinasi penyusunan laporan perencanaan, [gaIgeasian,
pelaksanaan dan pelaporan penelitian Kawasan danBdngunan
cagar budaya yang diduga sebagai Kawasan danBdagunan
Cagar Budaya dan diajukan kepada Walikota;

c. melakukan koordinasi dengan Tim untuk memberikanirpbangan
terhadap hasil penelitian sebagai dasar dalam ayeheet Kawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya; dan

d. menyampaikan usulan penetapan Kawasan dan/atawmBamagar
Budaya kepada Walikota.

Penetapan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budayabetguk

penilaian untuk penetapan Kawasan dan/atau BangGagar Budaya

diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB...
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BAB XII
TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 35
(1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadead$éan dan/atau
Bangunan Cagar Budaya.
(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud paddBydilaksanakan
oleh Kepala Dinas
(3) Walikota dapat membentuk Tim Pengawas yang dikebleh Kepala
Dinas dengan beranggotakan :
a. Kepala SKPD yang membidangi bangunan dan tata ruang
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Camat setempat.
(4) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada3ayaig(iputi :
a. melakukan observasi dan orientasi terhadap Kawadamatau
Bangunan Cagar Budaya;
b. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sa#awa
dan/atau Bangunan Cagar Budaya; dan
c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan tgrhiddevasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya kepada Walikota.
(5) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas TimgaRes
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Didakus&etua Tim
Pengawas dapat menunjuk Pembantu Tim Pengawas mefaksanakan

tugas administrasi dan operasional

BAB XIll
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36
(1) Walikota berwenang menetapkan sanksi administtettiadap pemilik
dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunan 8adaya.
(2) Jenis pengenaan sanksi administratif dapat dikenéddnadap pemilik
dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunarr Badaya,
meliputi :
a. teguran tertulis;
b. penghentian pemanfaatan kegiatan; dan

c. penghentian pemugaran dan pembongkaran.

(3) Untuk ...
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Untuk menentukan pengenaan jenis sanksi administnasksud pada

ayat (1), Walikota mengenakan sanksi mendasarkada partimbangan :

a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan oledmipk dan/ atau
pengelola Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan yang ditkabuerhadap

Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis
Pasal 37
Walikota berwenang melakukan sanksi administraBfupa teguran
secara tertulis.
Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud paddBydilaksanakan
oleh Kepala Dinas.
Sanksi adminstratif berupa teguran tertulis dilmerikkepada pemilik
dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunan Badaya apabila :
a. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar Kavdasdatau
Bangunan Cagar Budaya; dan
b. memisahkan sebagian Cagar Budaya dari kesatuannya
c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potésigadinya

perusakan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Badaya .

Pasal 38
Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana slichalalam Pasal 37
didasarkan atas laporan Tim Pengawas.
Atas dasar laporan Tim Pengawas sebagaimana dithglesla ayat (1),
Walikota menerbitkan surat pengenaan sanksi tagertulis.
Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pacda €), dapat
memuat :
a. nama dan alamat pemilk dan/atau pengelola Kawasamatdu
Bangunan Cagar Budaya,
jenis pelanggaran;
ketentuan yang dilanggar;
ruang lingkup pelanggaran;

alasan pelanggaran yang dilakukan;

-~ ® oo T

implikasi atau akibat dari pelanggaran;

uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakydenilik dan/atau

«Q

pengelola;

h. jangka ...



1)

(@)

3)

(4)

(5)
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h. jangka waktu pemenuhan kewajiban; dan

i. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayahu(8j h
ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari unditaati oleh pemilik
dan/atau pengelola.

Apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari sebagaimanagydimaksud pada
ayat (4) pemilik dan/atau pengelola Kawasan dam/Ba@ngunan Cagar
Budaya tidak mentaat, dapat diberikan teguran liertahap kedua,
dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaiangang dimaksud
pada ayat (5) pemilik dan/atau pengelola Kawasaratiiu Bangunan
Cagar Budaya tidak mentaati, dapat diberikan teguertulis tahap
ketiga.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaiangang dimaksud
pada ayat (6) pemilik dan/atau pengelola Kawasaratiau Bangunan
Cagar Budaya tidak mentaati, dapat dikenakan sastksinistratif
lainnya yang lebih berat, yaitu penghentian kegigimanfaatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Kegiatan Pemanfaatan
Pasal 39

Walikota berwenang memberikan sanksi administratierupa

penghentian kegiatan pemanfaatan Kawasan dan/aiaguBan Cagar

Budaya.

Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud paddBydilaksanakan

oleh Kepala Dinas.

Sanksi Administratif berupa penghentian kegiatama&aatan diberikan

karena melanggar ketentuan :

a. Kerusakanfasade bangunan; dan/atau

b. menyalahi izin.

Pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaafzat dilakukan

dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertuéibasyak 3 kali (tiga

kali) dan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari untumasing-masing

tahapan teguran tersebut.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayatédpulti :

a. nama dan alamat pemilik dan/atau pengelola Kawasamatau
Bangunan Cagar Budaya,;

b. jenis ...



(6)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)
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jenis pelanggaran;

ketentuan yang dilanggar ;

ruang lingkup pelanggaran;

alasan pelanggaran yang dilakukan;

-~ ® oo T

implikasi atau akibat dari pelanggaran;

uraian kewajiban atau perintah;

= «Q

jangka waktu kewajiban pentaatan; dan
I. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.
Sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan diwujudkaam bentuk

penyegelan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Bagaya.

Bagian Keempat
Penghentian Kegiatan Pemugaran dan Pembongkaran
Pasal 40
Walikota berwenang memberikan sanksi administratierupa
penghentian kegiatan pemugaran dan pembongkaramagea dan/atau
Bangunan Cagar Budaya.
Pemilik dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bamg@Qamar Budaya
dapat dikenakan sanksi adminstratif berupa pengimrenkegiatan
pemugaran dan/atau pembongkaran karena melanggatuan :
a. pemugaran Kawasan dan/atau Bagunan Cagar Budaygebadakan
kerusakarfasade bangunan; dan
b. tidak memiliki izin membongkar dan/atau memugar.
Tim Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepadbk@¥a, adanya
dugaan pelanggaran yang diancam sanksi adminstriagifupa
penghentian kegiatan pemugaran dan/atau pembomgkatzagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (2yatValikota
melakukan kordinasi dengan Tim dan Tim Pengawas
Walikota menerbitkan keputusan berupa penghenggratan pemugaran
dan/atau pembongkaran.
Keputusan penghentian kegiatan pemugaran dan/atatbgngkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kuwamgemuat :
a. nama dan alamat pemilik dan/atau pengelola Kawd&amgunan
dan/atau Cagar Budaya;
b. jenis pelanggaran;
c. ketentuan yang dilanggar;
d. ruang lingkup pelanggaran;

e. alasan ...



1)

(2)

3)

(4)

(5)
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e. alasan pelanggaran yang dilakukan;

f. implikasi atau akibat dari pelanggaran;

g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukaeh pemilik
dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunan B8adaya,

h. jangka waktu kewajiban pentaatan dari pemilik d@o/goengelola
yang harus dilakukan, termasuk kewajiban pemulitken dalam
keadan semula Kawasan dan/atau Bangunan Cagar &ty

I. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.

Bagian Kelima
Denda Administratif
Pasal 41
Walikota berwenang memberikan sanksi administragfupa denda
administratif.
Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud padq Bydilaksanakan
oleh Kepala Dinas.
Denda administratif dikenakan pada setiap keterddarb dalam
melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatanhemeten kegiatan
pemugaran dan/atau pembongkaran.
Tim Pengawas menyampaikan laporan secara tertepada Walikota
melalui Sekretris Daerah tentang adanya dugaaangghran yang
diancam sanksi denda administratif sebagaimanaldiud pada ayat (1).
Keputusan pengenaan sanksi denda administratijagbana dimaksud
pada ayat (1) dapat memuat :
a. nama dan alamat pemilik dan/atau pengelola Kawd&amgunan
dan/atau Cagar Budaya;
jenis pelanggaran;
ketentuan yang dilanggar;
ruang lingkup pelanggaran;

alasan pelanggaran yang dilakukan;

-~ o o o0 T

implikasi atau akibat dari pelanggaran;

jumlah atau besaran denda yang harus dibayarkamap set

Q@

keterlambatan dalam melaksanakan sanksi penghetkigmtan

pemanfaatan, penghentian  kegiatan  pemugaran  dan/ata

pembongkaran;
h. jangka waktu kewajiban pembayaran denda; dan

i. identitas Tim Pengawas yang melakukan pengawasan.

BAB ...
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BAB XIV
PENDANAAN
Bagian Kesatu

Pendanaan Pemerintah
Pasal 42

(1) Pendanaan untuk Kawasan Bangunan dan/atau Cagaayd&8ughng
menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintadtt plidkanai oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

(2) Pendanaan untuk Kawasan Bangunan dan/atau Cagaayd&8ughng
menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintahatua@rovinsi
Jawa Barat didanai oleh Anggaran Pendapatan Belzagsah Provinsi
Jawa Barat.

(3) Pendanaan untuk Kawasan Bangunan dan/atau Cagaayd&8ughng
menjadi tanggungjawab dan kewenangan PemerintataBdelanai oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

(4) Tata cara pendanaan sebagaimana yang dimaksudyeadgl), ayat (2)
dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundataggan.

Bagian Kedua
Pendanaan Masyarakat
Pasal 43

(1) Masyarakat dapat membantu pendanaan untuk KawasaiguBan
dan/atau Cagar Budaya.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinidgn dikelola
oleh lembaga atau badan yang bergerak di bidarestaelan Bangunan
Cagar Budaya yang tercantum dalam Anggaran DasmarAchggaran
Rumah Tangganya.

(3) Lembaga atau badan yang akan menghimpun dan méngelodanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendappttaetujuan
tertulis dari Walikota.

(4) Penghimpunan dan pengelolaan pendanaan oleh lenditagabadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakaidit publik yang
dilakukan oleh akuntan publik.

(5) Penghimpunan dan pengelolaan pendanaan oleh lendiagabadan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengunmuntdaoran
keuangannya kepada publik secara transparan danat dap
dipertanggungjawabkan.

(6) Tata ...
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(6) Tata cara pengajuan lembaga atau badan, penghimganagpengelolaan
dana yang berasal dari masyarakat dan yang dikeletalembaga atau
badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikertsendiri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yselamngan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita &yakota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 48



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 921 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 Desember 2010

BENTUK TANDA KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA ,

SERTA FORMAT-FORMAT

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

A. BENTUK TANDA UNTUK KAWASAN CAGAR BUDAYA

1.

TUGU

Tugu sebanyak 6 buah, dipasang di tempat yanggisadlalam suatu kawasan sebagai

penanda Kawasan Cagar Budaya yang memuat penjetesegenai Kawasan dan Peta
Kawasan, dengan ketentuan Bentuk Tanda KawasamnB@ddn Penjelasan Kawasan

menyesuaikan dengan kondisi kawasan, sebagai beriku

a. Bentuk Tanda Kawasan berupa Tugu 1 :

Peta Kawasan

v

Penjelasan Kawasan

A

Isi Samping
Tugu

Isi Muka Tugu




10,0cm 95,0cm
10,0cm 115,0cm

175,0cm

80,0cm 60,0cm

85,0cm
5,0cm |
5,0cm | Jo,Ucm
5 0c —" ) ]
5,0cm | 95,0cm
10,0cm
5,0cm

145,0cm

Bahan untuk Bentuk Tugu 1 :

= Cat Tembok, Kuas, plamir;

= Lampu neon;

= Marmer dengan ukuran lebar 52 cm x panjang 52 biad t8 cm (menyesuaikan
ukuran tinggi dan luas tugu);

= Batu Kali/Cor, batu bata merah, pasir semen.

Ukuran untuk Bentuk Tugu 1 :
= Pondamen (panjang dan lebar sama);

= Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuakagash ukuran objek).



b. Bentuk Tanda Kawasan berupa Tugu 2 :

Nomor Kawasan

A 4

.| Penjelasan Kawasan

-Fy .t

Peta Kawasan

A 4

Bahan untuk Bentuk Tugu 2 :
- Baja lembaran tebal 3 Mm.
- Finishing Duco Cat Logam.

- Tulisan juga dari bahan yang sama.

Ukuran untuk Bentuk Tugu 2 :
- Tinggi 250 Cm.

- Lebar 60 Cm.

- Tebal 20 Cm.



c. Penjelasan Kawasan :

KAWASAN 1
KAWASAN PUSAT KOTA
BERSEJARAH

KAWASAN 2
KAWASAN
PECINAN/PERDAGANGAN

KAWASAN 3
KAWASAN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN/MILITER

SESUAI DENGAN PERDA KOTA
BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA
KAWASAN INI MERUPAKAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANDUNG

SESUAI DENGAN PERDA KOTA
BANDUNG
NOMOR. 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA

KAWASAN INI MERUPAKAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANDUNG

SESUAI DENGAN PERDA KOTA
BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA
KAWASAN INI MERUPAKAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANDUNG

KAWASAN 4
KAWASAN ETNIK SUNDA

KAWASAN 5
KAWASAN PERUMAHAN
VILLA DAN NON-VILLA

KAWASAN 6
KAWASAN INDUSTRI

SESUAI DENGAN PERDA KOTA
BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA
KAWASAN INI MERUPAKAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANDUNG

SESUAI DENGAN PERDA KOTA
BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA
KAWASAN INI MERUPAKAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANDUNG

SESUAI DENGAN PERDA KOTA
BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA
KAWASAN INI MERUPAKAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANDUNG




d. Peta Kawasan

1. Kawasan 1 (Kawasan Pusat Kota Bersejarah)

Z 3 4 =)

Q 1
ITETTEATE
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Kawasan ini terdiri dari sub-kawasan :

a.

Sub-kawasan Alun-alun dan Asia-Afrika, mencakumlad Kapatihan—Jalan
Dalem Kaum-Jalan Oto Iskandar Dinata—Jalan Asiak&fJalan Lembur
Panjang-Jalan Hardjo Diwiryo—Jalan Haur Kuning-Jal&unda-Jalan
Naripan—-Jalan AhmadYani—-Jalan Gatot Subroto—Jalatend Kaum-Jalan
Balong Gede;

Sub-kawasan Kantor Pemerintahan Kota Bandung, rkepca Jalan
Wastukancana—Jalan Aceh—Jalan Merdeka—Jalan Béfarmerdekaan;
Sub-kawasan Braga, mencakup : Jalan Asia AfrikanrJAtaga—Jalan Perintis
Kemerdekaan;

Sub-kawasan Gedung Pakuan, mencakup : Jalan Cigegd&kumah Sakit—
Gedung Pakuan—Jalan Oto Iskandar Dinata—Rel KA,

Sub-kawasan PJKA, mencakup : Jalan Pasirkalikird&égon Kawung—Jalan
Stasiun Barat-Jalan Kebon Jati-Jalan Stasiun Timalar Kebon Jukut—
Viaduct.



2. Kawasan 2 (Kawasan Pecinan/Perdagangan)

W] 50 100 150 200 250 m

Kawasan ini terdiri dari sub-kawasan :

a. Sub-kawasan Kelenteng, mencakup : Jalan Andir—J&éon Jati—blk Jalan
Oto Iskandardinata—Jalan Jend Sudirman;

b. Sub-kawasan Perdagangan Pasar Baru, mencakup Qlaléskandardinata—
Jalan Stasiun Timur—Jalan Banceuy-Jalan Oto Iskariaata—Jalan
Pungkur—Jalan Ciateul.



3. Kawasan 3 (Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer)

ob 100 150 200 250 m

Kawasan ini terdiri dari subkawasan :

a.

Sub-kawasan Kodam, mencakup : Jalan Sumatra—Jalaeh—-8alan
Kalimantan—Jalan Jawa—Jalan Bali-Jalan Sumbawa,

Sub-kawasan Kodim, mencakup : Jalan Bangka-JalatartguSelatan—Blk
Jalanl Gandapura—Jalan Aceh—Jalan Menado;

Sub-kawasan PPl mencakup : Jalan Supratman-JaigjerBKatamso—Jalan
Cisokan-Jalan Cisadea;

Subkawasan Jalan Sumatera, mencakup : sepangdary Sumatera,;
Sub-kawasan Sesko, mencakup : Blk. Jalan Pelajaaige 45-Jalan Gatot
Subrioto—Jalan Turangga—Jalan Martanegara;

Sub-kawasan Secapa, mencakup : Jalan Hegarmarah-Allatlul Hamid—
Komplek Secapa.



4. Kawasan 4 (Kawasan Etnik Sunda)

-z 3T
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Kawasan ini terdiri dari sub-kawasan :

a. Sub-kawasan Karanganyar, mencakup : Blk. Jalannaatayar—Blk Jalan
Kalipah Apo-BIk Jalan Ciateul,

b. Sub-kawasan Nyengseret, mencakup : Blk. Jalan K®lgoJdalan Astana
Anyar—Jalan Bojongloa—Jalan Peta—Jalan Leuwi Pgnjan

c. Sub-kawasan Pasundan, mencakup : Blk Jalan OtamdakaDinata—Jalan
Simpang-Blk. Pendopo-Jalan Balong Gede—Blk JaldenbKaum—Blk Jalan
Karapitan—Blk Jalan Abdul Muis;

d. Sub-kawasan Dewi Sartika, mencakup : Blk Jalan Skandardinata—Blk
Jalan Pungkur—Blk Jalan Ciateul;

e. Sub-kawasan Mohammad Toha, mencakup : Jalan Mohafoad—Jalan

Ciateul-Jalan Abdul Muis-Jalan Mohamad Ramdan.



5. Kawasan 5 (Perumahan Villa dan Non Villa)

Kawasan ini terdiri dari sub-kawasan :

a.

Sub-kawasan Villa Isola, mencakup : Jalan Setiakladian Geger Kalong
Girang—Jalan Guruminda;

Sub-kawasan Hegarmanah, mencakup : Jalan HegarmW@fethn—Jalan
Hegarmanah Kulon-Jalan Hegarmanah Tengah;

Sub-kawasan Ciumbuleuit, mencakup : Jalan Ciumiti#alan Panumbang
Jaya—Jalan Kiputih—Jalan Kiputih Dalam-Jalan Kat@udalan Gunung
Kencana—Jalan Ranca Bentang—Jalan Bukit Jariaaréardi antaranya;
Sub-kawasan Cipaganti, mencakup : Jalan Cipagatdr Nyland—Jalan
Setiabudhi;

Kawasan RSHS, mencakup : Jalan Pasirkaliki-Jalah Bjkman—-BIk. Jalan
Cipaganti—Jalan dr. Sukimin—Jalan dr. Radjiman-lath. Otten—Jalan dr.
Rum-Jalan dr. Cipto dan area di antaranya;

Sub-kawasan nama wayang-1, mencakup : Jalan Baadealan Korawa—
Jalan Pandu—Jalan Pajajaran dan area di antaranya;

Sub-kawasan nama wayang-2, mencakup : Jalan Aralaa-Bajajaran—Jalan

Rama—Jalan Arjuna, dan area di antaranya;
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. Sub-kawasan nama gunung mencakup : Jalan Burangi@ag Gatot
Subroto-Blk. Jalan Pelajar Pejuang 45—-Jalan Lodaygiaarea di antaranya;
Sub-kawasan Gedung Sate mencakup : Jalan Banda-QOetendiri-Jalan
Cimanuk—Jalan Citarum—belakang Jalan Suprtamam-J@iiwung—Jalan
Bengawan—-Jalan Cendana—Jalan Supratman—Jalan Banghkalan Anggrek—
Blk. Jalan Martadinata;

Kawasan Perumahan Bandung Timur (1910), mencakufalan. Gatot
Subroto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Bogor, Jalan fakdalan Serang, Jalan
Laswi, Jalan Lingkar Selatan dan area di antaranya;

Kawasan Perumahan Kelompok Pohon, mencakup : Jadeninten—Jalan
Suren—Jalan Jamuju-Jalan Salam dan area di ar@arany

Sub-kawasan Gempol, mencakup : seluruh wilayah @eriglan Bahureksa—
Jalan Geusan Ulun—Jalan Wiraangun-angun—Jalan Nmubusuf—Jalan
Rangga Gempol-Jalan Pangeran Kornel-Jalan Ad{patabumi;

. Sub-kawasan Riau, sepanjang Jalan Riau;

. Sub-kawasan Dago, mencakup : Jalan Dago-Jalan BDa$ambi—Jalan
Sumur Bandung—-Jalan Siliwangi—Jalan SangkuriangrJalpati Ukur—Jalan
H.Wasid—Jalan Bagus Rangin—Jalan Surapati dardaetaranya;

. Sub-kawasan Selatan ITB, mencakup : Jalan Badaksiatan Mundinglaya—
Jalan Cikapayang (utara jalan layang);

. Sub-kawasan Selatan Jalan Cikapayang, mencakuplan Jaikapayang
Selatan—-Jalan Sulanjana—Jalan Ranggamalela—Jalamun&galing—Jalan
Ranggagading—Jalan Hariangbanga—Jalan Purnawaratam—J

Gajahlumantung—Jalan Tamansari.
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6. Kawasan 6 (Kawasan Industri)

Kawasan ini terdiri dari :

a. Sub-kawasan Industri Timur, mencakup : kompleksiR&as di kawasan
Jalan Jakarta, Komplek Pabrik Senjata Pindad;

b. Sub-kawasan Industri Barat, mencakup : Jalan Inddatan Bima—Jalan
Arjuna—Jalan Aruna—Jalan Abdurrahman Saleh.
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B. BENTUK TANDA UNTUK BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Untuk Bangunan Cagar Budaya diberi tanda Prasasty ipasang pada Bangunan Cagar
Budaya, dengan bahan prasati dari marmer dan meNama Bangunan, Sejarah Singkat
Bangunan, Nomor Keputusan Walikota, SKPD yang mgaain Kawasan dan/atau
Bangunan Cagar Budaya dan Tahun pemasangan.

Nama Bangunan

v

‘\ :,S:azﬂal;ka Bangunan Cagar Budaya
1 Sk. Walikota NOMOr : ................

| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Tahun 2010

Penjelasan Bahan :
120 Dern

Marmer tebal 3 Cm

Penjelasan Ukuran
Ukuran tersebut
merupakan skala

; (bisa menyesuaikan
" ' dengan ukuran

objek)

Penjelasan Bentuk
Menyesuaikan

maritier tebal 3 kondisi objek
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C. BENTUK FORMAT-FORMAT
1. FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMUGARAN KAWASAN DAN/ATAJ
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Perihal : Permohonan Izin Pemugaran Bandung,

Kawasan dan/atau Bangunan Kepada Yth. :

Cagar Budaya. Walikota Bandung
Melalui :
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung
di

BANDUNG

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin penamgaawasan
dan/atau bangunan cagar budaya dengan keterarggmgasberikut:

1. Nama

2. Alamat

3. Pekerjaan :
4. Nama Kawasan dan/atau
Bangunan Cagar Budaya
Digunakan sebagai
Terletak di persil
Kelurahan

Kecamatan

7. Status Tanah

Pelaksanaan izin pemugaran kawasan dan atau bangagar budaya
tersebut dilaksanakan oleh kami sendiri/dipercay&iegpada :
1. Nama :
2. Alamat :
3. Keterangan Lain

oo

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kampirkan kelengkapan

permohonan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP pemohon berdomisili di Bandung;

2. Photo Copy Kartu Keluarga pemohon berdomisili didang;

3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camatatelokasi Kawasan
dan/atau Bangunan cagar budaya bagi orang asing;

4. Photo copy dokumen keimigrasian data kepemilikanwd&an dan/atau
Bangunan Cagar Budaya bagi orang asing;

5. Pas Photo terbaru terbaru dengan ukuran 4x6 cmafekap enam sentimeter)
sebanyak 2 (dua) lembar;

6. Photo Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Yyamgdipugar disertai
dengan gambar teknis rencana pemugaran (tampakn,d@odongan dan
perspektif).

Demikian Surat Permohonan ini telah dibuat dengalpesarnya dan
apabila di kemudian hari ternyata keterangan-ketgna tersebut tidak benar, kami
bersedia Izin Pemugaran Kawasan dan/atau Banguagar @udaya dicabut dan
dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undarmgenberlaku.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

( NAMA LENGKAP)



Dasar
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2. FORMAT SURAT IZIN PEMUGARAN KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN
CAGAR BUDAYA

WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : ...
TENTANG
PEMUGARAN KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendar@agiaya;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGealung;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantéDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhgastedengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Katags Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDae
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaataés;
Undang-Undang Nomor 32 Man 2009 tentang Perlindungan d
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentalagd2@maan Undang-
Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda CaganBiida

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangatuPan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002ntgrBangunan
Gedung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentantp&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Ddaderahinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il BagpdNomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangdWekan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuéentifan
Sanksi/Pidana;

11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il BagpdNomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinijlgdndung;

12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 26érig Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah didestgan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentangb@ban Ata
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 28@rig Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW);

13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 266tarig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 20f#ang
Pengelolaan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 28i@rig Bangunan
Gedung;

o gk

16. Peraturan ...
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16. Peraturan Walikota Bandung Nomor ...... Tahun 2@bfang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 20&%&arig
Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama

Alamat

Nama Badan Usaha

Jabatan

Untuk Melakukan Pemugaran terhadap
Kawasan atau Bangunan *)

Alamat Kawasan atau Bangunan
Ukuran

Berlaku

Surat Izin Pemugaran Kawasan dan/atau Bangunardimyatakan tidak berlaku apabila

pemugaran Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budakasgsuai dengan surat izin.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

NAMA LENGKAP

Tembusan :

Wakil Walikota Bandung;

Sekretaris Daerah Kota Bandung;

Inspektur Kota Bandung;

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bagdun
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Camat .......oovviiiiiii e ;

NookrwhE
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3. FORMULIR PERMOHONAN IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN

Perihal : Permohonan Izin Merobohkan Bandung,
Bangunan Cagar Budaya. Kepada Yth. :

Nama

Walikota Bandung
Melalui :
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung
di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pekerjaan
Bertindak atas nama
Alamat dan No. Telepon

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperolehatSizin

Merobohkan Bangunan (IRB) sebagian atau seluruh gurean dari
kayu/batu/beton/besi :

Jenis Bangunan

Umur Bangunan

Tujuan Merobohkan

Terletak di Persil

Kelurahan

Kecamatan

Status Tanah

Pekerjaan merobohkan tersebut dilaksanakan oleh i kaendiri/

diborongkan :
Kepada

Nama

Alamat

Cara Pelaksanaan

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lakapirkelengkapan surat

permohonan sebagai berikut :

1.
2.

3.

Photo Copy KTP, tanda lunas PBB dan SPPT tahukhier@ebanyak 2 set);
Photo Copy Bukti Hak Penguasaan atas nama yantptikeoleh pejabat yang
berwenang;

Gambar denah dan tampak bangunan. Skala 1 : 1@®agasituasi/layout skala
1: 1000 (sebanyak 3 set);

Surat Pernyataan bahwa bangunan yang akan dirobdieka#h kosong dan
tidak berpenghuni;

Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dirobaidkedk dalam sengketa;
Surat pernyataan pemilik bangunan bahwa sanggupperbaiki bangunan di
sekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat pemkanagnya.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapduk memperoleh

persetujuan.

Mengetahui : Pemohon,
Pemilik Tanah Materai Rp. 6.000,-
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

Catatan : Bila ada IMB, supaya dilampirkan.



Dasar
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4. FORMAT SURAT IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN CAGAR BUIAYA

WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : ...
TENTANG
MEROBOHKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendar@agiaya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGeaiung;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantéDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhgasedengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Katags Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDae
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaataés;
Undangndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentalagd2maan Undang
Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda CaganBiida

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangatuPan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002ntgrBangunan
Gedung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dderawinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l BagpdNomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangdWdekan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuaéentidan
Sanksi/Pidana;

11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il BagpdNomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinijlgdndung;

12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 26érg Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah didesigan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomd@¥3 Tahun 2006 tentang Perubahan A
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 28@#rig Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW);

13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 266tarig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 20f#ang
Pengelolaan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 28i@rig Bangunan
Gedung;

17.Peraturan Walikota Bandung Nomor ...... Tahun 2@bfang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 20&%&arig
Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

MENGIZINKAN ...

o gk
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MENGIZINKAN :
Kepada

Nama

Alamat

Nama Badan Usaha

Jabatan :

Untuk : Melakukan Merobohkan Bangunan

Jenis Bangunan
Umur Bangunan
Tujuan Merobohkan
Terletak di Persil
Kelurahan
Kecamatan

Status Tanah

Pekerjaan merobohkan tersebut dilaksanakan oleh :
Nama :
Alamat

Cara Pelaksanaan

Dengan ketentuan, bahwa sebelum melaksanakamizin i

1. Bangunan yang akan dirobohkan benar-benar milik gbem dan sudah kosong tidak

berpenghuni serta tidak dalam sengketa dan bebapaetabebanan sita/jaminan aleh pihak

lain yang berwenang;

Merobohkan bangunan dengan cara berteknologi timguis dilaksanakan oleh tenaga ahli;

Untuk keamanan dan keselamatan umum, maka sekiteyuban yang dirobohkan harus

diusahakan langkah-langkah pengamanan;

4. Pekerjaan merobohkan bangunan yang menimbulkasdan di sekitarnya menjadi resiko
dan tanggung jawab pemohon;

5. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi daniged@suai dengan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang PengelolaanBdengunan Cagar Budaya dan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2ét@irig Bangunan Gedung;

w N

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi mahgi&n apabila ternyata tidak benar
dan diabaikan, maka izin ini akan dicabut dan diakan tidak berlaku.

Dengan dikeluarkannya izin merobohkan ini, maka wenburat lzin Mendirikan
Bangunan (SIMB) yang pernah diterbitkan untuk peessebut di atas, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

NAMA LENGKAP

Tembusan :

Wakil Walikota Bandung;

Sekretaris Daerah Kota Bandung;

Inspektur Kota Bandung;

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bagdun
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Camat ......cooeviiiiiii e ;

NookrwhE
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5. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN KAWASAN
DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Perihal : Permohonan 1zin Bandung,
Pemanfaatan Kawasan Kepada Yth. :
dan/atau Bangunan Cagar  Walikota Bandung
Budaya. Melalui :

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung
di

BANDUNG

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin PeragarfiaKawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya dengan keterangageséerikut :
Nama :

Alamat :
Pekerjaan :
Nama Kawasan dan/atau
Bangunan Cagar Budaya
Digunakan Sebagai
Terletak di Persil
Kelurahan

Kecamatan

PwpNPE

©NOo O

Pelaksanaan izin Pemanfaatan Kawasan dan/atau Bam@iagar Budaya
tersebut dilaksanakan oleh kami sendiri/dipercay&egpada :
1. Nama :
2. Alamat :
3. Keterangan Lain

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini keapirkan kelengkapan

permohonan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP pemohon berdomisili di Bandung;

2. Photo Copy Kartu Keluarga pemohon berdomisili dadang;

3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camatatelokasi Kawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya bagi orang asing;

4. Photo copy dokumen keimigrasian data kepemilikanwd&an dan/atau
Bangunan Cagar Budaya bagi orang asing;

5. Pas Photo terbaru terbaru dengan ukuran 4x6 cmafekap enam sentimeter)
sebanyak 2 (dua) lembar;

6. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memelihara kavwdes/atau Bangunan
cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini telah dibuat dengebemarnya dan
apabila di kemudian hari ternyata keterangan-kegzna tersebut tidak benar, kami
bersedia izin Pemanfaatan Kawasan Dan/Atau Bang@Qamar Budaya dicabut
dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangigada yang berlaku.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

(NAMA LENGKAP)



Dasar
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6. BENTUK SURAT IZIN PEMANFAATAN KAWASAN DAN/ATAU

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : ...
TENTANG
MEROBOHKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendar@agiaya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGeaiung;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaserdengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K&thisaUndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaataés,;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligalngan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentatak$a@maan Undang-
Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda CaganBiida

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangtuPan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGeaiung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daéhalvinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bagpddomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dlekan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuatentiian
Sanksi/Pidana;

11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bagpddamor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinglgdndung;

12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 28@4rig Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah demgaaturan Daerah
Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perub#tas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentangcd®en Tata Ruang
Wilayah (RTRW);

13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@@dfarig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 280&rig Pengelolaan
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;

15.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 28ftarg Bangunan
Gedung;

18.Peraturan Walikota Bandung Nomor ...... Tahun 2@ftang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 280&ng Pengelolaan
Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

o0k

MENGIZINKAN ...
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MENGIZINKAN :

Kepada

Nama

Alamat

Nama Badan Usaha

Jabatan :
Untuk Melakukan Pemanfaatan terhadap
Kawasan atau bangunan ;
Alamat Kawasan atau Bangunan

Ukuran

Untuk

Berlaku

Surat izin pemanfaatan Kawasan dan/atau Bangunagatdkan tidak berlaku bila
pemanfaatan kawasan dan atau bangunan cagar Hidikyaesuai dengan surat izin.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

NAMA LENGKAP

Tembusan :

Wakil Walikota Bandung;
Sekretaris Daerah Kota Bandung;
Inspektur Kota Bandung;

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bagdun
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Camat ......ccoovvvviiiiiii e ;

NogokrwhE
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7. BENTUK FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIDUGA
SEBAGAI KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA BANDUNG
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA GOLONGAN B

Menimbang

Mengingat

b.
C.

W

oo bk

10.

11.

12.

DAN GOLONGAN C DI KOTA BANDUNG
NOMOR :

DANWA ... —————— ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarskslioch dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bagdentang Penetapan
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Golongam Bdlongan C di
Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198fategy Benda Cagar Budaya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGeaiung;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembkanteDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigastedengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kédasm Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDae
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepatas;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligandan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentaladc$2maan Undang-
Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda CagaryBiida

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentarajuPan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangGeaiung;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaRrakiinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || BagpdNommor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dlekan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memugentidan
Sanksi/Pidana;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || BagpdNomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinglgdndung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 280thrig Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah did®dgan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentangib@bBan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 280trig Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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13.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 266farg Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

14.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 28@arig Pengelolaan
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2€dfarig Bangunan
Gedung;

16.Peraturan Walikota Bandung Nomor ...... Tahun 2@hdang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun Z8fiirig Pengelolaan
Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya,

MEMUTUSKAN :

. Penetapan Kawasan dan/atau Bangunan CBgdaya Golongan B dan
Golongan C di Kota Bandung.

. Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budayar@alo B dan Golongan C
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercardafam Lampiran
yang berupakan bagian tidak terpisahkan dari Kegautuni.

. Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dRariwisata Kota Bandung
untuk memberi tanda kawasan dan/atau bangunani sEesugan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. dst.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggakthpkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

NAMA LENGKAP
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8. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN KAWASAN DAN/ATAU
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Perihal :

Permohonan Pendaftaran  Bandung,
Kawasan dan/atau Bangunan  Kepada Yth. :
Cagar Budaya. Walikota Bandung

Melalui :

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung

di
BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. Tempat/tanggal lahir
3. Alamat
4. Telepon :
5. Pekerjaan :
6. Nama Perusahaan/badan usaha
7. Alamat Perusahaan di Bandung
8. Jabatan dalam Perusahaan

Dengan ini mendaftarkan kepemilikan/penguasaanfierag
hak/pemindahan tempat Kawasan dan/atau Bangunamr (GBgdaya sebagai
berikut :
1. Pemilik Kawasan/Bangunan e e e e e
2. Pemilik
3. Luas o Meter persegi, denganjgng

....... Meter dan Lebar ......... Meter

4. Alamat e e
5. Kelurahan e e e e e e
6. Kecamatan e e e

Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran, bereakami lampirkan

data-data sebagai berikut :

1.
2.

3.
4.

Photo Copy KTP yang masih berlaku dengan menunjakhnya;

Pas Photo terbaru dengan ukuran 4x6 cm (empat dmdim sentimeter)
sebanyak 2 (dua) lembar;

Riwayat kepemilikan kawasan dan/atau bangunan taghaya,

Data-data Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaypabehoto, alamat,
jenis, jumlah, bentuk, ukuran, luas dan batas Kawadan/atau Bangunan
Cagar Budaya.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebgnar

PEMOHON,

(NAMA LENGKAP)
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9. SURAT BUKTI PENDAFTARAN KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN
CAGAR BUDAYA

—"

2 [CGEWA FIPAR WEAWA MOKTT |

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 277 Telp (022)7271H&4(022) 7210768

www.bandungtourism.com

BANDUNG
Bandung,
Nomor Kepada
Sifat Yth. SAr. ..o
Lampiran : di
Perihal : Surat Bukti Pendaftaran Kawasan —  .ecieieiieee
dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

Menindaklanjuti Surat Saudara tertanggal ...cccccecooooiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn.
perihal Permohonan Pendaftaran Kawasan dan/ataguBan Cagar Budaya,
maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Nama :
2. Tanggal :
3. Alamat
4. Telepon
5. Pekerjaan :
Dinyatakan telah ~mendaftarkan kepemilikan/pengudpaagalihan hak/
pemindahan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Buelbggas berikut :
1. Pemilik Kawasan/Bangunan e e e e
2. Pemilik
3. Luas e Meter persegi, denganjgng
....... Meter dan Lebar ....... Meter
4. Alamat e e e e
5. Kelurahan PP
6. Kecamatan PP
Bandung,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG,
NAMA LENGKAP
Tembusan :

NookrwhE

Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);

Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan);
Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);;
Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bagdun
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Camat ......
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10. BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN

WALIKOTA BANDUNG

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR :

Walikota Bandung dengan ini memberikan penghargegmada pemilik, pengelola
dan/atau penghuni kawasan dan/atau bangunan caglayad yang telah melaksanakan
pelestarian terhadap kawasan dan/atau bangunancatzya :

Nama

Tempat/tanggal lahir

Alamat

Telepon

Pekerjaan

Nama perusahaan/badan usaha
Alamt perusahaan di Bandung
Jabatan dalam perusahaan

Sebagai warga kota teladan dalam hal pelestariaadan dan/atau bangunan cagar budaya yang
sebagai berikut :

Nama kawasan dan/ataubangunan

Alamat :

Kelurahan

Kecamatan

Bandung,

WALIKOTA BANDUNG,
NAMA LENGKAP
WALIKOTA BANDUNG,
TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
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